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LAMPIRAN-LAMPIRAN  
 
 
Surat keterangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor 

Wilayah Banten No. W29.LT.01.01.07-008 tanggal 17 Januari 2012 
tentang permohonan ijin kunjungan. 

 
Surat pengantar Fakultas Hukum  Universitas Esa Unggul No. 072/Ext-Wadek/ 

FH-UEU/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang ijin mencari data di LP 
Klas I (Dewasa) Pria Tangerang dan LP Wanita Dewasa Tangerang. 

 
Surat keterangan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Pria Tangerang No. 

W29.EC.PK.01.05.06-762 tanggal 13 Pebruari 2012 tentang penelitian/ 
pengambilan data 

 
Surat keterangan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Dewasa Tangerang No. 

W29.EF.PP.01.03-0412 tanggal 20 Pebruari 2012 tentang penelitian/ 
pengambilan data 

 
Surat keterangan Lurah Buaran Indah, Kecamatan Tangerang No. 140/219 / 

Umum/2012 tanggal 03 Juli 2012 tentang pengambilan data/penelitian.  
 
Surat pengantar Fakultas Hukum  Universitas Esa Unggul No. 266/Ext-Wadek/ 

FH-UEU/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang ijin mencari data di 
Kelurahan Buaran Indah. 

 
Surat keterangan Lurah Babakan, Kecamatan Tangerang No. 474/298-Pem/2012 

tanggal 10 Juli 2012 tentang ijin pengambilan data/penelitian 
 
Indonesia. Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.  
 
Indonesia, Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.  
 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan 
 
Peraturan Pemerintah No. 32 Th. 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga  Binaan Pemasyarakatan. 
 
Peraturan Pemerintah No. 28 Th. 2006 tentang perubahan atas  Peraturan 

Pemerintah No. 32 Th. 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 
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Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.03 Th. 
1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.  

 
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PK.04.10 Th. 

1999 Tentang Asimilasi. Pembebasan Besyarat dan Cuti Menjelang 
Bebas.     

     
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.2.PK.04.10 Th. 

2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan 
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. 

 
Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.06-PK.04.10 Th.1992 

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi. Pembebasan Bersyarat dan Cuti 
Menjelang Bebas 
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